
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1788, 2019 KEMENDAGRI. DAK Nonfisik. Dana Pelayanan 

Administrasi Kependudukan. Petunjuk Teknis 
Penggunaan. Perubahan. 

 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 106 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  

NOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN  

DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN  

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas, transparansi dan akuntabilitas 

penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik bidang 

pelayanan Administrasi Kependudukan pada pemerintah 

daerah provinsi dan kabupaten/kota, perlu dilakukan 

penyesuaian kebijakan operasional dan ruang lingkup 

kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan 

Administrasi Kependudukan bagi pemerintah daerah 

provinsi dan kabupaten/kota; 

b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 

Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana 

Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi 

Kependudukan sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

119 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi 

Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi 
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Kependudukan, perlu diubah untuk disesuaikan dengan 

kebutuhan pemerintah daerah provinsi dan 

kabupaten/kota; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 

Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana 

Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi 

Kependudukan;  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5475); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi 

Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi 

Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 1908) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 119 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi 

Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi 

Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 156);  

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM 

NEGERI NOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK 

TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK 

DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. 

 

Pasal I 

Kebijakan operasional dan ruang lingkup kegiatan Dana 

Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi 

Kependudukan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 119 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus 

Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 156), diubah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 26 Desember 2019 

 

MENTERI DALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 31 Desember 2019 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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